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Yth. Undangan Terlampir,

Sehubungan dengan telah disampaikannya draf Rancangan Undang-Undang tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) dari Ketua DPR RI kepada
Presiden RI melalui Surat Nomor B/16687/LG.01.01/9/2022 tanggal 20 September 2022, sesuai
dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh
Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan DIM tersebut, Pemerintah perlu
melaksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari masyarakat
sebagai bagian dari meaningful participation.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Saudara/i untuk hadir
guna memberikan masukan terhadap RUU P2SK khususnya mengenai topik Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) yang diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Selasa/ 18 Oktober 2022
waktu : 09.00 s.d. 11.30 WIB
tempat : Ruang Ballroom 1, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan
zoom ID : https://fiskal.id/MProom1
agenda : Konsultasi Publik RUU P2SK terkait topik Pengaturan BPR

Sebagai informasi, RUU, Penjelasan RUU, dan Naskah Akademik RUU P2SK dimaksud
dapat diunduh melalui tautan: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/449.

Mengingat keterbatasan tempat, kami mengharapkan kehadiran perwakilan dari unit
Saudara/i paling banyak 1 (satu) orang. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara/i dapat
menghubungi Sdri. Indah Kurnia melalui nomor 087809226227 atau surel
indahkje@kemenkeu.go.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima 
kasih.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor 
Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Adi Budiarso

Tembusan:
1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
2. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
3. Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan, OJK (Host)
4. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Hubungan Masyarakat, OJK (Host)
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LAMPIRAN
Undangan Kepala Pusat Kebijakan Sektor
Keuangan

DAFTAR UNDANGAN

1. Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara – HIMBARA

2. Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional – PERBANAS

3. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia – ASBISINDO

4. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia – PERBINA

5. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah – ASBANDA

6. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia – PERBARINDO

7. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah – PERBAMIDA

8. Ketua Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO

9. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

10. Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)

11. Drektur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

12. Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

13. Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

14. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist of Bank Syariah Indonesia

15. Piter Abdullah, Center of Reform on Economics

16. Enrico Tanuwidjaja, Head of Economic and Research UOB

17. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Akademisi – Universitas Indonesia

18. Eko Listiyanto, Vice Director of Institute for Development of Economics and Finance

19. Direktur Jasa Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

20. Anton Gunawan, PROSPERA

21. Ivana Rachmawati, PROSPERA

22. Frida Nababan, PROSPERA

23. Yunus Husein, Mantan Kepala PPATK
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